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MK Ucapkan Putusan Uji UU IKN

Jakarta, 31 Mei 2022 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengucapan Putusan
Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada Selasa (31/5), pukul
09.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 40/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh

Herifuddin Daulay, seorang guru honorer.

Pemohon mendalilkan, secara jangka panjang dapat dipastikan bahwa ketidakjelasan faktor-faktor
yang mendasari perpindahan ibukota Negara yang menjadi pokok utama isi muatan. Secara langsung
Pemohon merasa dirugikan dengan terjadinya gejolak akibat hancurnya ekonomi seperti terjadi dalam
kurun waktu 1965-1998. Selanjutnya jika UU IKN dibatalkan, maka kerugian Pemohon akan hilang

karena pada hari-hari depan tidak ada gejolak masyarakat akibat dari UU IKN ini.

Dalam pandangan Pemohon, perpindahan ibu kota negara merupakan pertaruhan yang tidak jelas
mengenai keuntungan signifikan yang akan diperoleh untuk masyarakat dan negara. Oleh karena
itu, menurut Pemohon, UU IKN bertentangan UUD 1945 khususnya Pembukaan UUD 1945. Menurut
Pemohon, pendanaan besar untuk perpindahan Ibukota Negara sebaiknya digunakan untuk
mencetak kader-kader handal bangsa di bidang pendidikan dan ekonomi. Untuk itu, dalam
petitumnya, Pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan pembentukan UU IKN tidak memenubhi

ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD 1945. (FY)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-
Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang
Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguiji
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya
diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran
oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga
berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)
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